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Menimbang

BUPATI BURU.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 129
ayat {4) Pelatffar Prcsiden Nornol 54 Tahm 2010
tentang Pengadaan Barcr'g:/,Jasa pemerintah serta
dengan mendasmkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negefi Nomor 13 Tahun 2006 tentans pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebag.uma na Lelah
diubah dengan Peraturan Menteri Dajam Neeeri
\omor 59 fahun 2007, telah ditetaplan peraLLian
Bupati Bwu Nomor 04 Tahun 2011 tentars pedomar
I e|trus. Pel,kaanddn Anggaran Belani.i tangsuog dan
r-engaclaan tsarang/,asa.

bahwa guna kelarca.an pelaksanaan anggarall belania
langsung darr pengadadn barangTJasa, maLa
l'eraturdn Bupab Buru Nornor 04 Taiun 2011
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditiniau
kembali;

ttah\aa berdasarkar pertrmbangan sebagainana
dimakqud ddlam huruj a dan lruruf bi perlu

b .



Mengingat 1 .

5.

4 .

2.

menetapkan Peraturan Bupatj tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Anggajan
Belanja Langsung darr pengadaan Barang/Jasa.

Undang-Undang Nomor 20 Taiun 195g tentane
Pembenh.rkan Daerdh Swdtantrd linelar T Maluli
(lembaran Negara Republil hdone; Taiun 1.958
Nomor 79, Tambahan l,embarar Negara Republik
Indonesid Nomor 1617), jo Lndang-Lndang Nomor 46
lahun I ooq tenlang pembenLukan lrovutsi Maluku
Utara, Kabupater Buru darr Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 124 Tambahan
I€mbaran Negara Republil Indonesia Nomor 3g95),
sebagarma,ra teldh dirubai dengan U ndang_Und ang
Nomor 6 Tahur 2000 f.embararr Negara'Repubfil
Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Ta;bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) io
Undang-t-ndang Nomor J2 fahun 2009 tentanp
PembenLu-kan kdbupdten Buru Selatan tLembarai
Negara Republi l lndonesia Iahun 2008 Nomor l0!
Tambahan Lembaran Nega{a Republik Indonesia
Nomor 4878):

Undang-Undang Nomor 12 Tahdn 2003 tentane
5":-g- Negdra (l embardn Negaro Republri
Indonesia Taiun 2003 Nomor 4Z Ta;bahan
l€mbaran Negara Republ& Indonesia Nomor 42g6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentans
Perbendahdraan \ega_ra (Lembdran Negara Reoubli
lndonesra laiun 2004 Nomor 5, Tarnbahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentans
lembentulan leraturan eerundang_r,ndanga_i'
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4399),

Undang-Undaag Nomor 15 Taiun 2004 tentang
l_emedksaal Pengelolaan dar Tanggungjawat
Keuangan Negara (LembaraJl Negala Tahun 2004
N omor 66 Tarnbahan Lembaran Negara Nonor 4400);

3.



8.

7.

9.

12.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahdn Daerah (Lembaran Negara RepublL
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434
sebagairnana telah drubdh betrerapa kal, terakhrr
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g
tenaarg Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahut 2004 tentang Pemerintahan Daerai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undaag-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentans
Penmbangan Keuangan dntara lemenntah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

Peraturan Pemeiintah Nomor 24 Tahun 2005 tentans
Standar ALuntdnsi Pemerinrah iLembaran Neeari
RepubhJ<. Indonesra lahun 2005 Nomor 49, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentane
lengelolaan Keuangar Daerah il embaran Negar-a
RepubL( lndonesra lahun 2005 \omor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tallun 2006 tentans
Pengelolaan Barang ir4il iJ. Negard/ Daerah (L€mbara;
Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tamba_han Lembaran
Negara Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ientans
Lapordn Keuangan dan K neria lrLstan r pemerintJ
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahar
I-embaran Negara Nofior 461,4))

Peraturan Pemeflntai Nomor 3g Tahun 2002 tentate
Pembagian Urusan Pe{redntahan Antara pemerinta-h;
Pemefntahan Daerah provinsi, dan pemerintahan
Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Ta;bahan
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74.

76.

'17

13.

Lembamn Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemedntah Nomor 39 Talun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2007 Nomoi 83, Tarnbai.m
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemedntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741\;

Peratu.an Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemedntahi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daelah, sebagaimana teiah diubah dengan peraturan
Mented Dalam Negeri Nomor 59 Tahur 2002 teniang
Perubahan Atas Peraturan Mente Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengeloiaarl
Keuangaa Daerah.

Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor :lZ Tahun
2007 tentarg Pedomaa Teknis pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2010 tentang Pedoman Penlrusunan APBD Tahun
2011;

Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007
Nomor 42;

Peraturan Daerah Nomor 43 Talun 2007 ientang
Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Taiun 2007 Nomor 43;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun
2011 tentang Penetapan Anggaran pendapatan dan
Belania Daeral Kabupaten Buru Tahun Anggaran
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011
Nomor 01)

18.

20.

x.

2L.

22.



Peraturan Bupati Nomor 01 Tahrn 2011 tentang
Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 01)

Petaturan Bupati Nomor 04 Tahun 2011 tentarg
Pedoman Teknis Pelaksaaaan Anggaran Belallji
Targsung dan Pengddaan Barang/Jasd (Benfd Daerah
Kdbupd len  Buru lahun20 l l  \omor  04)

MEMUTUSKANI

Menetapkan : PEITATUnAN BUPATI TENTANG PERUBAEA,N AIAS
PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 04 TAHUN ZJl1
TENTANG PEDOI\,IAN TEKNIS PEI-{KSANAAN
ANCGARAN BTI-A,NJA I.ANGSUNG DAN
PENGADAAN BARANG4ASA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Buru Nomor 04
Ia:\un 1008 tentan€i pedoman Teknis petaksanaan Anggaran
Belanja Jdngsung dan lengadaan Barang/Jasa lBerrta Sierah
Kabupaten Buru fahun 201 I \omor 04) dlubah sebdsai berikuij

23.

1. Diantara Pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 6,4 sehingga belbunyi sebagai berikut

Pasal6,{
Dalam hal PA dan/atau KpA sebagaimaia dimaksud
dalam Pasal b riddk dapat melaksanalarr rugas
serurang-turangnva 7 (tuiu}l) hdri keqd berl_uru t_tu rut,
anlaJd lain (arena sedang melakukan kuniungan ke
dderah atau ke ludr negeri, mengil,uh pendidtlin atau
pelatilun/kwsus, menunaikar ibadah haii, dirawat di
runuh sakL, cuti, aLau alasdn ldinnvd, mala vang
melaksanalan tugas dan kewenangal pA dan/atau i(p,{
adalah pejabat yang ditunlu& sebagai pelaksaaa Hatan
(Plh) pada jabatan struktwal yang bersangkutan.



2.

3.

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7-A

Peiabat Pembuat Komit en sebagaimana dinaksud
dala$\ Pa6a1 7 h{lrut g waiib Ere$ili|i €ertifiLat kerhliarr
Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Jonuali 2O72.

Kenentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan dianrara ayat (3)
dicisiFkan 1 (satu) ayat ya.kni ayat (2a) sehingga Pasal 9
berbunyi f ebagai berikut

Bagian Keempet
Tuga8 dan Tanggung lawab

Pejabat Felaksana Telcnis Xegiaian (PfTK)

Pasal 9

(1) PEabat PA atau KP.A, pada Sekreariat Daerah
dalam nrelalsanalan p.ogram dan kegiaran
menunjuk pejabat pada urrit ke4a SKPD selal-u
PPTK.

(2). PPTK sebagaimana dimalsud pada ayat (1) adalah:

a. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah
darl Selretariat DPRD

b. Kepala Sub Bagiaa/Kepata Seksi pada
Dinas/ Badan / lnspektora E

c. StafpadaKantor/Keca&atan/RsuD;

d. Staf pada UPTD/LIPT l.errbaga Teknis.
(Za). Untuk hal-hal yarg be.sifat khusus, PPTK dapat

dijabat oleh selain peiabat sebagaimaaa dimaksud
pada ayat (2), sepanjang diatui dalam Peratuian
Bupati ersendiri

(3). PPIK rreurpuryai tugas meliputi :

a. mengendalikanpela-ksanaankegialarr

b. melaporkan perk@rbangan
kegiatan;



(4).

(s).

(1).

Diantata Pasal 9 dan Pasal 10 disisipl'an 1 (satu) Pasai'

yalni Pasal 9A seldngga berbunyi sebagai berikut

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pela.ksaruan kegiatal

d. drembantu Peiabat P€drbuat Komitnen dahlfi

melalsanakan kegiatan Pengaqaan
barang/iasa.

Dokumen anggaran sebagai-crana dimaksud pada

avat (3) hur; c meliputi dokunren adsrinistrasi

tegluturr -uup- dokumen administtasi yang

terkait dengan Persyarabn Pembayaran yang

ditetapkan 56uai dengan ketenfllan perundang:

PPTK berbte,cuns iawab atas Pelaksanaan tugas-

tre.as ,.bagai;uni dinaksud pada ayat (3) kepada

P,{ atau KPA pada Sekretari'al Daerd}l'

Pa6a19A

Dalam hal PPTK sebagaimana dimalsud dalam

?asal 9 ayat (2) hwui b' dan h'.mf c, tidak daPat

melaksanakan tugas s€kuang-kuangnya 7 (tuiuh)

haai keria bertdrut-turu! antara lain karena sedang

mebauian kuri'ungan ke daerah atau ke hrar

negerl mengikuti Pendidikan atau
pel-atihan/kursus, menunait<an iOaOal haji, dirawat

di rumah sakit, cut! atau alasan lain yang seienis'

maka yang melaksanalan tugas dan kewenangan

PPTK'adala.h peqbet yang dituniu-k sebagai

Pelaksana Harian (PIh) pada iabatan srtuktural

yang bersangkttan

Dafam hal PPTK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) hutuJ a, huruf 4 dan huruf e, tidak

dapat melaksanakan tugas :

a. sekurang-kurangnya 7 (tutuh) hari keria

samoai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPfK

tersebut watib memberikan surat luasa
kepada orang yang ditunju-k urhrk
melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK

(2)



dengan diketahui oleh pA atau IGA pada
S€kretariat Daerah;
lebih dart 7 (satu) bular! haru€ dituniuk ppTK
pengganfi dan diada.kan be ta acara serah
terima.

5. Ketentuan pasal-10 ayat (1), ayat (4) diubalL darl diantara
4rdt f3) dan dydt (4) disisipkan I {saLLr) dyaL, ydkni avat
Ua) setunggd pasdl l0 berbun\, i sebagai berilut:

Bagian Kelima
Petsyaratan, Tugag dar Tanggung Jawab

Peiabat Penatausahaan Keuangan SKPD (ppK_SKpD)

(1).

(2).

Pasal 10
Untu( meldlsanaLan anggaran yang d.mual daldm
DPA.. DPPA, ddn DpA-l- SK_PD, pA rn€neiapkdn
pejabat yang mela*saaakan fungsi tata usaha
Keuangan pada SKPD sebagai ppK_SKpD.

PPK-SKPD sebagai pelaksana fungs1 tata usala
Keuang.ul pada SIGD harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. berstatus rcbagar pegawa, Negeri Srpil pNS)

dtdu Calon pegawa Negerr srpr:, {Cp\S.);
b. memiLiki kompetensi yang cukup di bidang

pendlausaiaan- keuangan daerah y.n;
dltukhkan dengan eerhhkat pelairh;
KeDendaiaraan daerdr L^L

c. memiliki integritas lrloral, disiplin dan
tanggung iawab dalam melaksanakan tugas.

PPK-SKPD sebagairrhna dtnaksud pada ayat (1)
Ilre1l1purryai tugas:
a. meneLh 

-keJengkapan SppJ q pengadadn
barang dan jasd vdng dtsdmpdikdn oleh
DenodJraud pengeluarar dengar dij.eLahur
oleh PPTK dan disetuju oleh pejabat femb.raL
I.ornltmell

(3).



6.

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS seda
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
diaiukan oleh bendahara pengeluarary

c. melakukan verifikasi SPP;
d. menylapkan SPM;

e. melaksalakan akuntansi SK?D

f. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
(3a). Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD

dibantu oleh Pembantu PPK maksimal 5 (lima)
orang untuk Kantor dar Bagian dilingkungan
Setda serta 7 (tujun) or.ulg untuk
Dinas/Badan/Setwan/Inspektorat yang
melalsanakan fungsi Verifikasi, Pembuatan Spl4
Akuntansi dan Pelaporan

(4). PPK-SKPD sebagaimana pada ayat (1) diangkat
dengan Keputusar PA.

(5). PPK-SKPD ditarang merangkap sebagai pejabat
yang bertugas melakukan pemungutal
penerimaan daeral1' bendahara, Pejabat pembuat
Komitme& PPTK, panitia/pejabat pengadaan, dan
Pelaksana Pengawasan Tek4is.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 10A seh.ingga berbunyi sebagai bedkut :

Pasal 10A
(1). Dalam hal PPK-SKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 Eabat oleh pejabat struktural,
apabila yang be.sangkutan tidak dapat
melaksanalan tugas seku.ang-kurangnya 7 (tujuh)
hari ke4a bertu.ut-turut, antara lain katena sedang
melakuLar kunlungan le daerah atau ke luai
negenz mengikuti pendidikan atau
pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat
di rumah sakit cuti, atau alasan lainnya, maka
yang melalsanakan tugds dan kewenangar ppK-
SKPD adalah peiabat yang dituntuk sebagai



Pelaksana Harian (Plh) pada iabatan struktural
yang bersangkutan.

(2). Dalam hal PPK-SICD sebagainana dimaksud
dalam Pasal 10 diiabat oleh unsur staf, apabila yaag
bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas :
a- sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hali ke4a

sampai selamalamanya 1 (satu) bulan, ppK-
SKPD tersebut wajib memberikan surat kuasa
kepada orang yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan kewenangar
PPK-SKPD dengan diketahui oleh pA arau
KPA pada Sekretadat Daerah;

b. lebih dari 1 (satu) bular, harus ditunjuk
PPK-SKPD penggand dan diadakan berita
acaia serah tedllla.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14A sefungga berburlyi sebagai berikut :

(1).

8. Ketentuan dalam Larnpiran Vlll diubah sehingga
berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiiin
Peratu-ran Bupau ini :

pasal II
feraturan BupdLi rru mular berlaku pada tanggaj diunclang(dn
dan berlaku suru{ sejak lg }aJruarr 2011.

Pasal l4A
Dalam hal ULP sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 belu{Il terbentuk atau belum manrpu
melayanj keseJurulun kebutuidn pengadaan
barang, PA/IGA menetapkan panitia Fengadaan
untuk melakgankan Pengddadn Baftr\g/ Jasa
Panitia Pengadaan sebagaimana dirnaksud pada
ayd( (1.|, memrltki persvaratan kednggotad.n, tugas
poRoK ddn kewenangdn 5ebagdimdna persydratan
keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan
kelompol keria ULt..

(2).



Agar setiap orang mengetahuiny4 rnemerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatarmya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buru

Ditetapkan di Nar[ea
pada tanggal 1 Maret 2011

TI BURU,,T

HENTIHU

Diundangkan di Nan ea
pada tanggal 1 Maret 2011

:ER2L-K^BuP^rENRrrRU,/

KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR 06
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